Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar) by Husni, Muhammad
PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KRITERIA CACAT 
BADAN DAN SAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Serjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar
Oleh
MUHAMMAD HUSNI
NIM. S10100106027
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010
ii
ABSTRAK
Nama Penyusun : Muhammad husni
NIM : 10100106027
Judul Skripsi : “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan 
dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Makassar)” 
Skripsi ini adalah suatu karya ilmiah yang membahas tentang “Pandangan 
Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar).
Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Islam 
membolehkan perceraian pada umumnya dan terlebih khusus yang didasari oleh 
alasan karena salah satu pihak baik suami atau istri menderita suatu penyakit atau 
cacat. Disamping itu, tujuan lain dari penysunan skripsi ini adalah juga untuk 
mengetahui sejauh mana kasus perceraian dengan alasan sakit atau cacat di 
Pengadilan Agama Makassar. 
Adapun metode yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 
metode pengumpulan data yang meliputi penelitian lapangan dengan mempergunakan 
sampel serta penelitian perpustakaan. Selanjutnya metode penulisan meliputi : 
induktif, deduktif dan komparatif.
Mengenai sakit atau cacat yang dijadikan sebagai alasan perceraian, para ulama 
Mazahib al-Arba’, yaitu Hanafi, Syafi’i, Hambali dan Maliki keempatnya 
membolehkan perceraian dengan alasan tersebut. Adapun prakteknya pada 
Pengadilan Agama Makassar adalah bahwa perceraian dengan alasan sakit atau cacat 
dapat dikabulkan, karena hal ini memang telah di atur dalam KHI serta UU Nomor 1 
Tahun 1974. Namun dalam menentukan putusannya, para Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan berbagai asper lainnya, baik itu faktor-faktor yang dapat 
menguatkan gugatan, maupun akibat yang akan ditimbulkan paska perceraian.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam membangun kehidupan suami istri hanya dapat tegak berdiri atas dasar 
ketentraman dan ketenangan, bila suami istri saling sayang menyayangi, bergaul 
dengan sebaik – baiknya dan masing – masing pihak menunaikan hak dan 
kewajibannya dengan ikhlas dan jujur.
Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan itu untuk selamanya, oleh 
karena itu Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian. Hal ini dijelaskan dalam 
sebuah hadist :
...ﻦﻋ ﮫﻧﻋ ﷲا ﻰﻀر ﺮﻣﻋ ﻦﺒا ﻦﻋ  ﻞﺎﻗ ﻢﻠﺴو  ﮫﯾﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺼ  ﻰﺒﻧﻠا" :ا ﺾَﻐْﺑَأﻞﻶﺤﻠ  ﱠﻞَﺟَو ﱠﺰَﻋ ﮫﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ
ّﻂﻟاًقﻼ"1َ
Artinya :
Dari Ibnu Umar r.a., Ia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Diantara barang-
barang yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)
                                                          
1 Sunan Abi Daud, Juz 2 (Bairut, Libanon; Darul Fikri, 1994), h. 226
2Menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan 
perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa2. Adapun pemenuhan kewajiban suami 
terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah. Seorang laki – laki yang 
menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seorang 
perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga.
Di samping keduanya mempunyai kewajiban – kewajiban yang harus 
diperhatikan satu sama lain, suami istri harus memahami hak dan kewajibannya 
sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai 
secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan 
hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Suami istri 
harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk 
membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Demi keberhasilan dalam 
mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat 
diperlukan Adanya kebersamaah dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan 
istri. Al-Qur’an menganjurkan kerja sama diantara mereka.
Di dalam nas Al-Quran disebutkan bahwa seorang suami dan istri itu agar 
bergaul secara baik (makruf) sebagaimana ditegaskan oleh Allah. SWT. dalam Q.S. 
An-Nisa/4 : 19.
                                                          
2 Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta; 
2004), h. 14
3                                
                                 
                
Terjemahannya:
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 
jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila 
mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka 
secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 
Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 
padanya kebaikan yang banyak.
Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara suami istri salah satunya 
ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang terjadi keretakan 
dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik 
suami ataupun istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan. Hal ini 
terbukti dengan banyaknya gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama dengan 
alasan bahwa suami atau istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan.
Hasil penyelidikan perhimpunan ahli jiwa Amerika mengenai penyebab 
tingginya angka perceraian, menyimpulkan bahwa penyebab utama karena kurangnya 
keterbukaan membicarakan suatu masalah saat pranikah, sehingga salah satu pihak 
merasa “tertipu” karena ada hal-hal buruk yang ditutupi saat berpacaran sehingga 
memicu konflik ketika menjadi pasangan suami istri (pasutri). Dari hasil tes pranikah 
bisa dibayangkan implikasi atau akibat dari penyakit yang ditemukan jika pernikahan 
4diteruskan. Hasil-hasil tes akan membuka “topeng” yang terpasang rapi saat 
berpacaran.
Ada contoh kasus pasangan yang mengalami kekecewaan karena tidak 
melakukan tes pranikah sebagai berikut, Seorang istri yang dikecewakan di malam 
pertama karena ternyata pihak suami sudah lama menderita diabetes dan mengalami 
gangguan ereksi (impoten)3.  Apabila terjadi sesuatu seperti terebut diatas, maka 
dalam hal ini seorang istri dapat melakukan gugatan cerai.
Hal ini memang secara tegas telah di atur pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 
1974 yang berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa 
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”4. Kemudian bunyi 
pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (e) yang menjadi dasar hakim pengadilan agama, 
dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah apabila salah
satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami istri5.
Perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh antara suami iatri, apabila dalam 
berumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi. Walaupun demikian sebelum 
                                                          
3 Silvan S. Prayogo, Sebelum Malam Pertama, (tt;tp,2008) h.-, (http://bataviase.co.id/ prayogo -
10381649.html)
4 Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta; 
2004), h. 32
5 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta; 2004), h. 171
5mengambil keputusan, suami istri sebelumnya harus memikirkan dampak yang akan 
terjadi setelah perceraian.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka 
pokok masalah yang merupakan dasar dalam kajian skripsi ini adalah : bagaimana 
pandangan hukum Islam mengenai kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan 
perceraian.
Selanjutnya, berdasarkan pokok masalah diatas, maka penulis akan 
mengemukakan beberapa sub masalah sebagai berikur :
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suatu 
penyakit atau cacat badan yang di derita oleh pasangannya (suami atau istri).
2. Sejauh mana cacat badan dan sakit dapat dijadikan sebagai alasan perceraian 
di Pengadilan Agama Makassar.
C. Pengertian Judul
Adapun judul skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Mengenai Ktiteria 
Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian.” Selanjutnya kami akan mencoba 
memaparkan beberapa pengertian dari judul skripsi ini, agar jelas batasan masalah 
yang akan kami bahas selanjutnya dan tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya.
6Pandangan adalah hasil perbuatan memperhatikan (pendapat)6. Pendapat hukum 
Islam terhadap kasus perceraian dengan alasan cacat atau sakit.
Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diajarakan oleh nabi Muhammad 
saw. berpedoman pada kitab suci al-Qur’an, yang diturunkan kedunia melalui wahyu 
Allah. SWT7. 
Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu8. 
Ukuran penyakit suatu penyakit atau cacat badan yang dapat dijadiakn alasan 
perceraian.
Cacat badan adalah kekurangan pada tubuh manusia yang menyebabkannya 
kurang sempurna9.
Sakit adalah berasa tidak nyaman ditubuh karena menderita sesuatu10. Alasan 
adalah dasar bukti yang dipakai untuk menguatkan pendapat. Perceraian adalah 
perpisahan.
Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama 
islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku11.
                                                          
6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet II; Jakarta;Balai Pustaka,1989), h.723
7 Ibid., h. 388
8 Ibid., h. 530
9 Ibid., h. 164
10 Ibid., h. 863
7D. Kajian Pustaka
Mengenai perceraian, Allah. SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 231.
                   ...
Terjemahannya :
Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan 
cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka..
Pembahasan  mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian terdapat pada 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun mengenai cacat badan dan sakit 
sebagai alasan perceraian terdapat dalam  pasal 116 huruf e  KHI, dijelaskan bahwa 
“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.
Tentang perceraian,  sebenarnya telah banyak dibahas baik itu dalam buku-buku 
literatur,  skripsi maupun  makalah.. Namun adapun yang menjadi alasan penulis 
dalam pemilihan judul skripsi ini, yaitu “Pandangan Hukum Islam Mengenai 
Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian,” adalah karena belum 
adanya tulisan baik itu dalam bentuk buku maupun artikel yang membahas secara 
rinci dan mendetail tentang perceraian yang disebabkan oleh karena salah satu pihak 
baik suami atau istri menderita suatu penyakit atau cacat badan, terlebih mengenai 
bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal ini.
                                                                                                                                                                     
11 Ibid., h. 7
8Berkaitan dengan hal diatas, dalam sebuah bukunya “Hukum Perdata Islam di 
Indonesia,” Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. juga membahas tentang perkawinan dan 
perceraian, dimana dalam buku tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pandangan 
hukum Islam mengenai perkawinan dan perceraian serta akibat-akibatnya.
Dalam bukunya tersebut diatas,  Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. mengatakan 
bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk 
segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik 
dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan12. Orang yang 
berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal 
(fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa.   
Selanjutnya dalam buku “Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama,” Solahudin 
Pugung menjelaskan bahwa suatu perceraian baru bisa dibenarkan apabila telah 
terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah 
tangga13. Pada buku “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” yang 
dikarang oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, dipaparkan bahwa dalam 
ajaran Islam suami-istri tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, 
karena benang kusut itu sangat mungkin disusn kembali14. Meskipun perceraian 
adalah suatu hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah. SWT. Dalam 
                                                          
12 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta; 2006), h. 7
13 Solahuddin Pugung, Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama (Jakarta; 2010), h. 15
14 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta; 2005), h. 
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9penjelasannya dikatakan bahwa setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin 
bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya 
berkata : “Abgadul halali ‘indallahi at-Talaq” yang artinya hal yang halal tapi sangat 
dibenci oleh Allah adalah perceaian.
Kemudian dalam buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” yang ditulis 
oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya 
perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang 
suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan 
tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila 
hubungan perkawianan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Putusnya 
perkawinan dalam hal seperti itu adalah suatu jalan keluar yang baik.
Dari beberapa pemaparan mengenai putusnya perkawinan (perceraian) diatas, 
yang mana disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, termasuk karena sebab cacat badan 
atau sakit yang diderita oleh salah seorang suami-istri, dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa perceraian dalam pandangan hukum Islam adalah boleh. Namun 
yang perlu di ingat adalah bahwa meskipun perceraian itu adalah boleh (halal), akan 
tetapi perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci 
oleh Allah. SWT.
10
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap 
suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, 
keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di 
dalamnya15.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan kami pakai adalah :
a. .Pendekatan yuridis adalah: pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
aturan-aturan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama termasuk 
yang mengatur tentang tata cara perceraian serta kriteria-kriteria yang dapat 
dijadikan sebagai alasan perceraian termasuk cacat badan dan sakit. 
b. Pendekatan Syari’ah yaitu digunakan untuk menelaah dan menganalisa 
tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus perceraian dengan 
alasan salah seorang suami-istri menderita cacat badan atau sakit.
                                                          
15 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,( Cet V;Jakarta;PT.Raja Grafindo,2003) ,
h. 36 
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3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data melalui penelitian sebagai berikut :
a. Penelitian pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis dengan 
cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan mengakaji buku literatur 
yang berkaitan seperti buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hukum 
Perdata Islam di Indonesia yang dikarang oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, 
M.A, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” yang dikarang oleh 
Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, serta beberapa buku literatur 
lainnya.
b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data lapangan 
dengan cara melakukan observasi pada objek penelitian serta melakukan 
wawancara dengan Ketua, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Makassar 
guna mendapatkan data yang diperlukan.
4. Analisis Data
Untuk mengolah data yang telah diperoleh lewat kedua metode pengumpulan 
data tersebut di atas maka, pengelolaan dan analisa data yang digunakan adalah :
a. Metode induktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan khusus dari data- data yang bersifat umum.
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b. Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan dengan jalan menarik 
kesimpulan umum dari data- data yang bersifat khusus.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian adalah :
Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria 
Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar.
2. Kegunaan penelitian :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :
a. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi para hakim pada Pengadilan 
Agama dalam menentukan kebijakan terhadap kasus perceraian dengan 
alasan cacat badan atau sakit.
b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan  
penelitian lanjutan pada objek yang sama.
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Dalam garis-garis besar isi skripsi ini, penulis akan mengemukakan gambaran 
singkat mengenai isi skripsi ini.
Pada bab I  sebagai bab pendahuluan, meliputi permasalahan, pengertian judul, 
kajian pustaka, setelah itu penulis mengemukakan alasan-alasan sehingga 
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terangkatnya judul ini, kemudian metode apa yang dipergunakan , tujuan dan 
kegunaan penelitian dan penulis menutup bab ini  dengan garis-garis besar isi skripsi.
Pada bab II penulis menguraikan tentang selayang pandan Pengadilan Agama 
Kelas 1A Makassar yang meliputi : sejarah singkat terbentuknya, keadaan sarana 
prasarana, struktur personalia serta volume dan jenis kegiatannya.
Selanjutnya pada bab III akan diuraikan tentang dasar-dasar perkawinan dan 
perceraian yang meliputi : tujuan dari suatu perkawianan sampai dengan hikmah 
perkawinan, rukun dan syarat perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan 
penulis menutup pembahasan bab III dengan dan akibat yang akan timbul setelah 
perceraian. 
Pada bab IV penulis menguraikan tentang masalah perceraian di Pengadilan 
Agama Makassar dengan alasan suatu penyakit, kemudian mengemukakan mengenai 
Pandangan  Hakim pada Pengadilan Agama Makassar dalam menyikapi  kasus 
perceraian dengan alasan sakit atau cacat badan, selanjutnya penulis menutup 
pembahasan bab IV ini dengan menguraikan pandangan Imam Mazhab Mengenai 
Penyebab Putusnya Perkawinan
Kemudian pada bab V penulis menutup skripsi ini dengan beberapa kesimpulan 
dan saran.
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BAB II
SELAYAN PANDANG
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA
A. Sejarah Terbentuknya Dan Perkembangan Pengadilan Agama   Makassar 
Kelas 1 A.
1. Sebelum PP. No. 45. Tahun 1957
Adanya Pengadilan Agama bukan di mulai sejak adanya PP. No. 45. Tahun 1957 
akan tetapi sejak zaman dahulu, zaman kerajaan, zaman Belanda sudah ada, akan 
tetapi waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kala raja merangkap 
jabatan hakim, akan tetapi setelah masuknya islam, maka rajalah yang mengangkat 
Qadhi.
Wewenang Hakim di kurangi dan di sarankan kepada Qadhi (Hal- hal yang 
menyangkut Agama). Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara (harta gono 
gini) oleh karna Cakkara ada kaitannya dengan Nikah.
Pada Zaman Belanda, sudah terbagi Yuridiksi Qadhi, yakni Makassar Gowa dan 
lain- lain. Qadhi 1 di Makassar ialah Maknun Dg Manranoka, bertempat tinggal di 
Kampung Laras, Qadhi lain yang di kenal ialah K.H.Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh. 
Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi yang terakhir, Jabatan Ince Moh. Saleh di sebut 
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acting Qadhi. Qadhi dahulu dia sendirilah yang mengangkat pembantu- pembantunya 
pada zaman Belanda pemerintahan di Makassar di pimpin oleh Hamente.
Mahkamah Syara’ Makassar menurut sumber K.H.A. Rukko, nanti terbentuk 
pada tahun 1948 atau 1949 (team penyusun sejarah belum menemukan data yang 
pasti tentang waktu pembentukannya).
Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 
termasuk Maros,Takalar dan Gowa berhubung di daerah itu belum terbentuk 
Pengadilan Agama/ Mahkama Syari’ah.
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syara’ dan yang kemudian terbentuk lagi 
Pengadilan Agama/ Mahkama Syari’ah, maka dahulu yang mengerjakan 
pekerjaannya adalah Qadhi itu berkantor di rumahnya, masa itu ada dua kerajaan di 
sekitarnya Makassar yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo. Dahulu Qadhi itu di 
gelar Daengta Syeh kemudian di gelar itu berubah lalu menjadi Daengta Kalia.
Daengta Syeh, menurut riwayat mempunyai bilang- bilang ( bahasa Makassar) 
atau Tasbih Raksasa yang sakin besarnya 40 orang yang angkat, tempat 
penyimpanannya satu petak (satu lintang) rumah. Tasbih seperti ini di sebut juga 
tasbih jahat.
Raja Sultan Alauddin pada masa Daeng Syeh pernah berisiati malihat melihat 
anaknya dalam mahligai di masukkan di dalam mulutnya Kalimat La Ilaha Illallah
(yaitu di mulut anak gadisnya yang meninggal dunia) dari pada waktu itu jenazahnya 
masih ada di istana Senbayya.
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Pada masa Qadhi jika ia memutusskan perkara Cakkarra, maka Majelisnya 
mendapat bagian seperdelapan. Bahagian itu di bagi dua lagi sebagian untuk bahagian 
Qadhi dan sabahagian lagi untuk anggota- anggota termasuk kepala kampong yang 
turut hadir. Kalau ada raja yang meninggal maka Qadhi di beri gelang kuda yang 
terbuat dari emas dan lain- lain.
Qadhi pada zaman kerajaan adalah anggota adat mendampingi raja apabila 
perkara telah di putuskan oleh Qadhi, maka langsung ia mengadakan eksekusi, 
maksudnya ia tidak meminta kepada pihak lain untuk eksekusi.
Ketidak puasan terhadap keputusan Qadhi sering juga terjadi dan biasanya 
mereka melapor pada Raja yang biasanya memerintahkan untuk di periksa kembali. 
Hal ini seolah adalah upaya banding. Pekerjaan Qadhi dahulu, jika ia bukan haji maka 
ia memakai songkok . kalau ia haji berpakaian haji (serban). Kalau ada upacara, ia 
memakai jubah dan songkok alfiah, haji atau bukan haji.
Cara bersidang dahulu selalu majelis dan tidak mengenal hakim tunggal, 
Persidangan dilakukan dengan duduk bersilat di rumah Qadhi. Pengangkatan Qadhi 
kadang-kadang didasarkan pada keturunsn dan kadang-kadang juga tidak dengan 
dasar keturunan.
Keputusan-keputusan Qadhi itu biasanya tidak tertulis, pembantu Qadhi tidak 
ditentunkan siapa yang bertindak sebagai penulis (Panitera), tetapi bias juga diangkat 
Khatib (Juru Sita). Qadhi ini tidak mengenal pension, ia bertugas sampai ia 
meninggal dunia.
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Soal relative cempetentie dan absolute cempententie sejak dahulu sudah dikenal, 
sebab Qadhi Makassar sudah mengenal batasan dalam wilayah dan kekuasaan 
mengadili. Sumber kehidupan Qadhi bukan gaji akan tetapi dari produksi tanah yang 
diberikan hadat. Qadhi yang menyeleweng diganti oleh raja, dan jika raja berganti 
maka Qadhinya tidak boleh juga aktif menjalankan tugas kecuali ia diangkat kembali 
oleh raja yang baru.
Dasar-dasar pertimbangan pengangkatan Qadhi dalam kata dijadikan anggota 
landrand (landrand Qadhi) . Qadhi pada zaman kerajaan duduk berdekatan dengan 
raja dan didudukkan diatas tikar khusus yang memakai bantal untuk sandaran. Qadhi 
hanya membicarakan masalah perdata saja, tentang pidana islam, diminta juga 
pertimbangan akan tetapi tidak dilaksanakan.
Sendi-sendi hukum masayrakat Makassar, dikenal prinsip atau motto mereka, “ 
jika terbentur kembali pada adat dan jika masih terbentur kembali pada hukum syara’ 
sebab Bicaranna Syara’ Bicaranna Puangnge, maksudya pembicaraan syara’ adalah 
pembicaraan atau ketentuan-ketentuan Tuhan.
Tentang mahkamah syara’ yang terbentuk disekitar tahun 1948 dan 1949. Maka 
secara terperinci wilayah Yurisdiksi, Volume perkara, keadaan personil dan keadaan 
gedungnya belum dapat dituangkan dalam penulisan sejarah saat ini, berhubung team 
penyusun belum menemukan sumber menemukan sumber informasi dan data yang 
dipegangi, bahkan belum diketahui secara pasti dimana penyimpanan bahan-bahan 
administrasi dari Mahkamah Syara’ ini.
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2. Sesudah PP.No.45 tahun 1957
Setelah keluarnya PP.No.45 tahun 1957, maka pada tahun1960 terbentuklah 
Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Agama Mahkamah 
Syari’ah”
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B. Keberadaan Peradilan Agama Kelas IA Makassar
Adapun wilayah Yurisdiksinya, Volume perkara, Keadaan personil dan keadaan 
gedungnya, berdasarkan keterangan-keterangan dikumpulkan akan dijelaskan sebagai 
berikut :
1. Wilayah yurisdiksi
Peta yurisdiksi
Peta Yurisdiksi PA Makassar
Wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, masuk dalam Wilayah hukum 
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan , wilayah hukum sama dengan wilayah 
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hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan luas wilayah 300,45 Kilometer yang 
terdiri dari 11 Kecamatan dan 124 Kelurahan yaitu sebagai berikut :
1. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan 
2. Kecamatan Makassar terdiri dari 13 Kelurahan 
3. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan 
4. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan
5. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan
6. Kecamatan Wajo terdiri 8 Kelurahan 
7. Kecamatan Tamalate terdiri dari 11 Kelurahan
8. Kecamatan Rappocini terdiri dari 9 Kelurahan 
9. Kecamatan Panakukang terdiri dari 11 Kelurahan
10. Kecamatan Manggala terdiri dari 6 Kelurahan
11. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 12 Kelurahan
12. Kecamatan Tallo terdiri dari 15 Kelurahan 
13. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 6 Kelurahan
14. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari Kelurahan
Kantor Pengadilan Agama Makasasar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 
Kilometer dari pusat kota Makassar, tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1996 dengan 
luas 2.500 m2 dengan harga pada saat itu Rp 80.000.000,tanah tersebut telah 
dibangun Gedung Kantor Permanen seluas 1.545,60 m2 dari tahun 1996 sampai 
dengan tahun 2003 yang menghabiskan dana sebesar Rp 1.093.304.400 berlantai dua.
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Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah (waktu 
terbentuknya) tidaklah seluas sekarang. Kota Makassar sekarang ini mempunyai 14 
Kecamatan dengan batas :
Sebelah barat dengan selat Makassar
Sebelah utara dengan Kabupaten Maros
Sebelah timur dengan Kabupaten Bone
Sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Makassar dahulu 
hanya terdiri 9 (Sembilan) kecamatan dan menurut keterangan yang diperoleh pernah 
mewilayahi Yurisdiksi Sungguminasa.
2. Volume Perkara
Sebelum berlakunya efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan maka volume perkara jauh berbeda. Menurut sumber bapak K.H.Harun 
Rasyid yang menjadi ketua wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syari’ah Makassar yang ke III, maka volume perkara pada masa beliau paling tinggi 
25 perkara setiap bulannya sedangkan sekarang ini setelah berlakunya secara efektif 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, volume perkara melonjak 
antara 100, 150, dan 200 setiap bulannya.
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3. Keadaan personil dan Struktur Organisasi 
Pada awal mula terbentuknya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syari’ah Makassar maka personilnya sebanyak 9 orang diketuai oleh 
K.H.Chalid Husain. personil K.H.Chalid Husain, Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. 
Sholeh Matta, M. Jusuf  Dg Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya 
dan Nisma.
Hakim Ketua Honorer : H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M.Syarif Andi Rukka, 
Syayid Soleh Al Habayi, H.Abd.Dg Mai, Daeng Ta Kadi (H. Andi Mansyur ) dan 
Daeng MANNU.
Pada masa K.H.Haruna Rasyid menjadi ketua, personilnya hanya 7 (tujuh) orang
sedangkan sekarang ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk
mengimbangi melonjaknya volume perkara, personil yang tersedia sebagai karyawan
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Pengadilan Agama
Makassar mempunyai 69 orang pegawai yang terdiri dari :
 Hakim 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua
 Wakil Panitera 1 orang
 Panitera Muda 3 orang
 Panitera Pengganti 25 Orang
 Wakil Sekretaris 1 Orang
 Kepala Sub. Bagian 3 Orang
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 Jurusita 2 Orang
 Jurusita Pengganti 10 Orang
 Staf 10 orang termasuk 3 orang Calon hakim
Di bantu oleh tenaga honorer 2 orang, satpam 2 orang , claining servis 1 orang dan 1 
orang supir untuk ketua.
Adapun urutan ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar sejak berdirinya 
sampai sekarang adalah sebagi berikut :
- Ketua pertama : K.H.Chalid Husain,
Menjadi ketua sejak tahun 1960 s/d tahun 1962.
- Ketua kedua : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal,
Menjadi ketua sejak tahun 1962 s/d tahun 1964.
- Ketua ketiga : K.H. Haruna Rasyid,
Menjadi ketua sejak tahun 1964 s/d tahun 1976.
- Ketua keempat : K.H.Chalid Husain.
Menjadi ketua sejak tahun 1976 s/d tahun 1986.
- Ketua kelima : Drs.H.Juzmi Hakim,S.H.
Menjadi ketua sejak tahun 1986 s/d tahun 1996.
- Ketua keenam : Drs.H.Abd.Razak Ahmad,S.H,M.H.
Menjadi ketua sejak tahun 1996 s/d tahun 1998.
- Ketua ketujuh   : Drs.H.M.Djufri Ahmad,S.H,M.H.
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Menjadi ketua sejak tahun 1998 s/d tahun 2004.
- Ketua kedelapan : Drs.H.M.Thahir R,S.H.
Menjadi ketua sejak tahun 2004 s/d tahun 2005.
- Ketua kesembilan : Drs.Anwar Rahman, M.H.
Menjadi ketua sejak tahun 2005 s/d tahun 2008.
- Ketua kesepuluh : Drs.Khaeril,R, M.H.
Menjadi ketua sejak tahun 2008 s/d sekarang.
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama dan 
surat edaran ketua Mahkamah Agung RI tahun 1996, yang bertanggal 13 Agustus 
1996 tentang bagan susunan /struktur organisasi pengadilan agama yang berlaku 
untuk seluruh badan pengadilan agama di Indonesia. Maka bagan susunan organisasi 
pengadilan agama Makassar kelas IA adalah sebagai berikut :
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C. Struktur Personalia
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
                                                                       
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
Panitera/sekertaris
Wakil Panitera/Wakil sekertaris 
KaurKaurKaurPnt. Muda Pnt. Pnt. Muda
Kelompok Fungsional kePaniteraan 
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Keterangan:
1. Ketua : Drs. Khaeril R, M.H.
2. Wakil Ketua : Drs. Abd. Domiri. SH., M.Hum
3. Panitera / Sekretaris : Drs. Abd. Razak
4. Wakil Panitera :  Hartanto, SH
5. Wakil Sekretaris :  Abd. Karim M.
6. Panitera Muda Permohonan :  Hartinah,SH.
7. Panitera Muda Gugatan :  -
8. Paitera Muda Hukum :  Abd. Razak Said,SH.
9. Kasubag Kepegawaian :  Ahmad Sholihin,S.Ag.
10. Kasubag Keuangan :  Fatimah AD,SH.,MH.
11. Kasubag Umum :  Abd. Rahman,SH.
Hakim:
1. Dra. Hj. Hasnah Munggu
2. Dra. Nadirah Basir, SH., MH..
3. Drs. H. Lahiya, S.H, MH.
4. Drs. H. Muh. Sanusi Rabang, SH., MH.
5. Drs. H. M. Hatta, MH.
6. Drs. Syahidal
7. Drs. Faisal, MH.
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8. Dra. Bannasari
9. Drs. H. Pandi, S.H, M.H
10. Dra. Hj. Saniati Harun, MH.
11. Dra. Hj. A. Syamsiah HAM
12. Dra. Hj. Marwadiah Haking, S.H., MH.
13. Drs. Alimuddin Rahim.
14. Dra. Hj. Fatimah Adam
15. Hj. Mahmuddin Sadi, S.Ag, S.H
16. Drs. H. Yahya Amin
17. Drs.H. Mustamin Dahlan.S.H
Panitera Penganti:
1. Hj. ST. Munirah, SH.
2. Hj. ST. Bunga, S.Ag.
3. H. M. Sanusi, SH.
4. Drs. Suharto
5. Thahirah
6. Dra. A. Rahmah
7. Hartinah, SH.
8. Dra. Hj. Rifgah Sulaiman.                                                                     
9. Salmah N., B.A.
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10. Drs. Haeruddin
11. Dra. Hj. Hajar Makkarawu
12. Aminah Amir Daus, SH.
13. Dra. Sukmawati
14. Dra. Hj. Patmawati, MH.
15. Drs. Amiruddin
16. Dra. Hj. ST. Hafiah S.
17. Hj. St. Hajar, SH.
18. Dra. Jawariah
19. Haerul Ahmad, SH.
20. Drs. Abd. Rasyid P.
21. Dra. Hanisang
22. Hj. Salwah, S.H
23. Petraniani, S.H
24. Dra. Nurhayati Efendi
25. H.A. Muh. Yahya Chalid
26. Muh. Fuad Fathoni, S.Ag
Jurusita:   
1. Agus Salim Razak.
2. Muhammad Arfah, S.H
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Jurusita Pengganti:
1. Umar Lanna, SH.
2. Drs. Misi, S.Ag.
3. Aris, S.H
4. Abdul Muis, S.Ag.
5. Umar Boften
6. Syahruni, SH., MH.
7. Hj. Nurhayati K.
8. Bachra S. Hi.
9. Taufik
10. Muh. Sabir AS, S.H
11. Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.
4. Keadaan Gedung.
Dalam soal pergedungan maka Pengadilan Agama 1 A Makassar sesungguhnya 
telah berpindah-pindah sebanyak enam kali dan kadang-kadang berkantor dirumah 
yang disewa.
Tahun 1976 telah memperoleh Gedung Permanent seluas 150 m2 PELITA akan 
tetapi dengan jumlah karyawan dan volume perkara yang sedemikian besarnya 
dirasakan sudah tidak memenuhi syarat.
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Dan saat ini telah mempunyai gedung permanent sendiri yang terletak di Jalan 
Perintis Kemerdekaan. Km.14 Daya sejak tahun 2000. (Data diambil dari Pengadilan
Agama Makassar Kelas 1A pada tanggal 16 Juni 2010)
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BAB III
DASAR-DASAR UMUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
A. Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
a. Pengertian Secara Bahasa
An-Nikah  atau Az-Zawaaj adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukan arti: 
bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan16. 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Takwir/81 : 7.
        
Terjemahannya :
Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh).
Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga Al-
Aqd, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang 
selanjutnya diistilahkan dengan “zawaaja17.
                                                          
16 Muhammad Ahmad Kan’an, Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I (Edisi Indonesia; Jogjakarta: 
Maktabah Al-Jihad, 2008), h. 1.
17 Muhammad Ahmad Kan’an, loc. Cit.
32
b. Pengertian Secara Syar’i
Adapun secara syar’i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya 
bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan 
adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari’at18.
Sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan 
pendapat di antara para ulama tentang maksud dari lafadz “An-Nikah” yang 
sebenarnya. Apakah berarti “perkawinan” atau “jima”.
Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena 
berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan 
kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan 
terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.
2. Sikap Agama Islam Terhadap Perkawinan
Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri 
segala makhluk, termasuk manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Az-
Zariyat/51 49:
                  
                                                          
18 Muhammad Ahmad Kan’an, loc. Cit.
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Terjemahannya :
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah.
Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah 
SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi 
ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 1:
                                     
     … 
Terjemahannya :
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak…
Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan 
maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun diakhirat. 
Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan dalam 
keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga 
kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. 
Demikian pula kesjahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kersejahteraan hidup 
keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai 
terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian ajaran Islam yang sangat besar 
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terhadap kehidupan manusia. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu 
perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.
Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi ketentraman batin orang 
dapat mencapainya  melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salam 
salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Ibnu 
Abbas19:
ﺷﻠاﺮﺷﻌﻤﺎﯿﺒبﺎ عﺎﻃﺗﺳاﻦﻤ ﻢﻛﻧﻤ ةﺀﺎﺑﻠا جوﺰﺗﯾﻟﻔ ﮫﻨﺎﻔ أﻐﺒﺾ ﺻﺤاوﺮﺻﺑﻟﻠجﺮﻓﻟﻠ ﻦ   .    
﴿ىرﺎﺧﺑﻠا هاور ﻢﻠﺳﻤو سﺎﺑﻋﻦﻋ﴾
Artinya :
Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mampu untuk
menikah nikahlah, karena nikah itu dapat mengendalikan mata (yang
jalang) dan memelihara kesucian kehormatan (dari berzina). (H.R. Bukhari 
Muslim)
Demikian pula dari segi bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan. 
Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh 
diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah yang lain.
                                                          
19 Shahih Bukhari, Kitab Nikah Juz 5. (Bairut, libanon : Darul Kitab Al-ilmia, 1992), h. 438.
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3. Prinsip-Prinsip Perkawinan
Prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam yang harus diketahui oleh
seorang konselor perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut20:
1. Dalam memilih calon suami/isteri, faktor agama/akhlak calon harus
menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta,
sebagaimana diajarkan oleh Rasul21.
ﺢﻜﻨﺘ ةأﺮﻤﻠا ﻊﺒﺮﻷ ﺎﮭﻠﺎﻤﻠ وﺎﮭﺒﺴﺤﻠ وﺎﮭﻠﺎﻣﺟﻠ ﺎﮭﻧﯿﺪﻠو تاﺬﺒﺮﻓﻈﺎﻔ ﻦﯿﺪﻠا ﺖﺒﺮﺘ كاﺪﯿ
﴿ةﺮﯿﺮھﻮﺒأﻦﻋ ﻢﻠﺳﻤو ىرﺎﺧﺑﻠا هاور﴾
Artinya :
Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya,
nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama
niscaya kalian beruntung. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).
2. Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunnah Rasul
bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung
banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi
diri sebagai suami/isteri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi
yang belum mampu disuruh bersabar dan berpuasa, tetapi jika dorongan
nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia
                                                          
20 Titikbalik, Prinsip-Prinsip Dasar Perkawinan, (tt,tp,2008), h.-. http://wordpress.com.html (5 
Juli 2010)
21 Sunan ibnu majah, Bab Tazwiji Zaatad Din Juz 1, (Bairut, Libanon : Darul Fikr, 1992), h. 583.
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takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah
saja, Insya Allah rizki akan datang kepada orang yang memiliki
semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya (min haitsu la
yahtasib). Firman Allah SWT. Q.S. An-Nur/24 : 32.
                           
           
Terjemahannya :
Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu, dan  orang-orang 
yang layak nikah diantara hamba-hamba sahayamu yang laki dan yang 
perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan memampukan mereka dengan karunia 
Nya. Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.
3. Bahwa tingkatan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan 
berusaha, kemampuan mengelola (managemen) dan berkah dari Allah SWT. Ada 
keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya 
bisa sekolah sampai ke jenjang tinggi, sementara ada keluarga yang serba 
berkecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan 
pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyyah 
pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam kolam. 
Secara sosiologis, berkah artinya terdayagunanya nikmat Tuhan secara optimal. 
Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan. 
Firman Allah dalam Q.S. Al-A’arf/7 : 96.
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                                       
         .
Terjemahannya :
Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan ber-taqwa, niscaya Kami 
akanmelimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan
dari bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami
akan sisksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. 
4. Suami isteri itu bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya
harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan 
kebersihan. Masing-masing suami dan isteri harus bisa menjalankan fungsinya, 
sadar akan kewajiban dan haknya.
5. Bahwa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) merupakan sendi
dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu
yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa 
memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan 
pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, 
egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta. 
6. Bahwa salah satu fungsi perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat
seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami isteri (persetubuhan) 
merupakan hak azazi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. 
Persetubuhan yang memenuhi tiga syarat (sehat, benar dan halal) itulah yang 
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berkualitas, dan dapat mendatangkan ketenteraman (sakinah). Oleh karena itu, 
masing-masing suami isteri harus menyadari bahwa hal
itu bukan hanya hak bagi dirinya, tetapi juga hak bagi yang lain dan
kewajiban bagi dirinya. Dalam Islam, hubungan seksual yang benar dan
halal adalah ibadah. Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21.
                               
           
Terjemahannya :
Dan diantara tanda-tanda kekuasan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan Dia menjadikan rasa kasih saying diantaramu. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
(Surat ar Rum, 21)
7. Bahwa pergaulan dalam rumah tangga juga membutuhkan suasana
dinamis, dialog dan saling menghargai. Kekurangan keuangan keluarga
misalnya, oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana 
dinamis dalam keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik mapan 
cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang 
menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai menciptakan suasana 
baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis 
membuat hidup menjadi menarik. Kebaruan tidak mesti dengan mendatangkan 
hal-hal yang baru, tetapi bisa juga barang lama dengan kemasan baru.
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8. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang
ketiga bagi suami atau bagi isteri (other women/man). Datangnya orang
ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang was-was
pada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan
terlalu bebas (ketemu bekas pacar atau teman sekerja), atau karena
ketidak puasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas.
Suami/isteri harus saling mempercayai, tetapi harus waspada terhadap
kemungkinan masuknya virus orang ketiga.
9. Bahwa perkawinan itu bukan hanya mempertemukan dua orang, suami
dan isteri, tetapi juga dua keluarga besar antar besan. Oleh karena
itu suami/isteri harus bisa berhubungan secara proporsional dengan
kedua belah pihak keluarga, orang tua, mertua, adik, ipar dan yang lainnya.
10.Bahwa masalah harta benda sering menjadi sumber perselisihan
keluarga, baik selagi masih hidup maupun setelah ditinggal mati
(warisan). Orang tua diajarkan untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya, 
termasuk dalam hal pemberian harta. Ada dua jalan untuk mengalihkan hak 
pemilikan harta orang tua kepada anak, yaitu hibah, yakni pemberian ketika orang 
tua masih hidup, dan pembagian harta warisan setelah orang tua mati.
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Pedoman pembagian harta warisan dalam Islam sudah sangat jelas,
tetapi kesepakatan keluarga (ahli waris) dapat membuat keputusan lain
dalam pembagian harta-harta waris yang diperoleh dengan cara rebutan/perselisihan 
biasanya tidak berkah, karena cara perolehannya disertai rasa permusuhan/tidak ridla.
11.Bahwa karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi 
sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh 
kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobi, kedekatan visi 
dan sebagainya. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-
masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, bukan 
saling merendahkan. Dalam kehidupan, seringkali dijumpai bahwa kesulitan yang
dihadapi justru mengandung hikmah yang besar, asal orang dapat menerima dan 
menghadapinya secara benar dan sabar. Isteri biasanya kurang senang dinasehati 
suami jika nasehat itu seperti nasehat guru kepada murid, meskipun ia mengakui 
kebenaran nasehat suaminya, demikian juga sebaliknya.
12.Pada dasarnya sistem perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami 
diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu, bagaikan pintu darurat, dan dengan 
persyaratan-persyaratan yang berat. Poligami yang dilakukan demi menjaga 
kesucian, adalah lebih baik daripada toleransi terhadap perzinahan. Ungkapan 
yang berbunyi; jika ingin makan daging kambing cukup beli sate, tidak harus 
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repot-repot memelihara kambing, sebenarnya adalah ungkapan sesat dari orang 
bodoh. 
13.Perceraian dilihat dari sudut hak dan kewajiban, perkawinan merupakan kontrak 
sosial yang mengikat antara suami dan isteri, yakni bahwa suami memikul 
kewajiban yang melahirkan hak, sebagaimana juga isteri memiliki hak-hak yang 
lahir dari kewajiban yang dipikulnya. Jika salah satu pihak tidak menjalankan 
kewajibannya, maka hal itu berpengaruh kepada hak-hak yang dimilikinya, dan 
sebaliknya menjadi hak bagi pihak lain untuk menggugatnya. Misalnya; suami 
wajib memberi nafkah keluarga, yang dengan itu suami memiliki hak untuk 
memimpin rumah tangga. Jika suami ternyata tidak sanggup memberi nafkah, 
sebaliknya isteri yang justru bekerja keras dan bisa memberi nafkah keluarganya, 
maka hak kepemimpinan suami dalam rumah tangga pasti menjadi tidak penuh 
karena terdesak oleh kontribusi yang diberikan oleh isteri.
Inilah beberapa ajaran Islam, yang seandainya kaum Muslimin mau 
mengikutinya dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh maka kasus perceraian 
itu akan berkurang.
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4. Hikmah Perkawinan
Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi22, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara 
lain :
a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, 
maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu 
perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan 
secara individual. 
b. Keadaan hidup manusia akan menjadi tentram dan tertib.
c. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang 
dikasihi. Adanya istri akan bias menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri 
berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur 
kehidupan. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-A’raf/7 : 189.
                      …
Terjemahannya:
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia 
menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.
d. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang 
tidak dihalalkan untuknya.
                                                          
22 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah At-Tasyri wa Fasalsafatuh (Falsafah dan Hikmah Islam), 
Penerjamah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV.Asy-syifa, 1992), h.256-258.
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e. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
f. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.
g. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak dan istri, mereka. 
akan mendo’akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan 
pahalanya pun tidak ditolak.
Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah 
yang lain, sebagai berikut23:
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamnya 
menuntut adanya jalan keluar. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis 
yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks 
ini. Dengan menikah, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari 
melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. 
Keadaan seperti inilah yang disyaratkan oleh Firman Allah dalam Q.S. Ar-
Rum/30 : 21.
                               
            
                                                          
23 M. Thalib, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 
1995), cet. Ke- 1, h. 34-36.
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Terjemahannya:.  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2. Perkawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi 
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta 
memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuaan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana 
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, 
cinta dan saying yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan 
kemanusian seseorang.
4. Mendorong orang untuk giat bekerja karena tuntutan tanggung jawab untuk 
memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah 
tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar.
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, 
memperteguh kelanggengan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat 
hubungan kemasyarakatan.
Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : 
menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri 
kebapaan dan keibuaan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban 
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dalm rumah tangga dan menjalin sillaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari 
pihka suami dan keluarga dari pihak istri. 
B. Perceraian (Talak)
1. Pengertian Talak
Talak diambil dari kata ithlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau 
meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali 
perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 
Menurut Abdurrahman Al-Jaziry24, talak ialah:
اﻖﻼﻄﻠ إازﺔﻠ احﺎﻜﻨﻠ أوﺎﺼﻘﻨن ﮫﻠﺣ ﻔﻠﺒ ظﻮﺼﺤﻤص
Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 
katannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 
hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.
2. Macam-Macam Talak25
Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga 
macam, sebagai berikut:
a. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhan sesuai dengan tuntutan sunnah. 
Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
                                                          
24 Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Mesir: Dar al-Irsyad, -), 
jilid ke-7, h. 4.
25 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqhi II, h. 227.
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1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak.
3. Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu 
dijatuhkan. 
b. Talak bid’I, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan 
tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak 
bid’i ialah:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstrubasi).
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah 
digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
c. Talak la sunni wala bid’I, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni 
dan tidak pula termasuk talak bid’I, yaitu:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri 
yang telah lepas haid.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai 
ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
a. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan 
tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. 
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Contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya: “engkau saya 
talak sekarang juga atau engkau saya cerai sekarang juga”.
b. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau 
samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: “pulanglah ke rumah 
orang tuamu sekarang”.
Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah ini bergantung kepada niat 
suami, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka 
menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata trsebut tidak bermaksud 
menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.
Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk 
kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yag telah 
pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang 
pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
Setelah terjadi talak raj’i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian 
suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka 
hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa 
iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, 
maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba’in, 
kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali 
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kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan 
dengan mahar yang baru pula.
Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan 
Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 229.
                  . . .    
Terjemahannya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 
b. Talak ba’in, yaitu talak yang tidak member hak merujuk bagi bekas suami 
terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan 
perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap 
dengan rukun dan syarat-syaratnya.
Talak ba’in ada dua macam, yaitu talak bain shugro dan talak ba’in kubro. Talak 
ba’in shugra ialah talak ba’in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap 
istri tetapi tidak menghilangakan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan 
bekas istri. Termasuk talak ba’in shugro yaitu:
1. Talak sebelum berkumpul
2. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu’
3. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena 
penganiayaan, atau yang semacamnya. 
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Adapun talak bain kubra ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami 
terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali 
dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah 
berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai 
menjalankan iddahnya. Talak ba’in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini 
sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/ : 230.
             . . .            
Terjemahannya:
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
3. Rukun dan Syarat Talak26
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak 
bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, 
sebagai berikut:
a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, 
selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang 
menjatuhkan talak disyaratkan:
1. Berakal. Dalam hal ini adalah bahwa suami tdak gila, tidak hilang akal atau 
sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
                                                          
26 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 178
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2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum 
dewasa.
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemaun sendiri di sini ialah 
adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan 
atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. 
b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. 
Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
c. Sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 
istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah.
d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan 
oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain.
4. Hukum Menjatuhkan Talak27
Pada pendapat jumhur Ulama’ Syafie, Maliki dan Hanbali mengatakan 
hukum talak pada asalnya adalah boleh tetapi adalah lebih baik jika tidak 
dilakukan kerana menyebabkan terputusnya ikatan kasih saying. Firman 
Allah.SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 236.
                                               ...
                                                          
27 Zakiah Daradjat, op. cit., h. 188-192
51
Terjemahannya :
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum 
kamu menentukan maharnya.
Walau bagaimanapun hukum talak tidak keluar dari hukum yang empat
yaitu haram, makruh, wajib dan sunat.
1. Haram
 Haram kalau seseorang itu meyakini jika dia menceraikan isterinya pasti 
dia akan terlibat dengan perkara maksiat (zina) kerana ia sangat 
memerlukannya sedang dia sendiri tidak mampu untuk berkahwin lain.
 Haram menceraikan isteri semasa haid dan nifas ataupun sewaktu isteri 
sedang suci dari haid lalu disetubuhi oleh suaminya.
2. Makruh
 Makruh menjatuhkan talak bagi seseorang yang mempunyai keinginan 
berkahwin atau mengharapakan zuriat dengannya dan mengekalkan 
perempuan sebagai isterinya.
 Suami menceraikan seorang isteri yang baik dengan tiada apa-apa 
kesalahan yang dilakukan olehnya atau terdapat apa-apa kecatatan pada 
diri isterinya.
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3. Wajib
 Talak menjadi wajib apabila berlakunya perselisihan di antara suami 
isteri sedangkan hakim atau qadi dari kedua-dua belah pihak 
berpendapat pasangan ini memang patut bercerai kerana hanya itulah 
sahaja jalan yang paling selamat buat mereka.
 Apabila suami melakukan ‘illa terhadap isteri (bersumpah tidak akan 
menyetubuhi isterinya). Dengan sumpah suami itu si isteri telah 
menderita kerana dia tidak digauli dan tidak pula diceraikan. Dalam 
masalah ini suami diberikan tempoh selama 4 bulan untuk kembali 
menggauli isterinya dengan membayar denda (kafarah) sumpah dan jika 
tidak dia wajib menceraikan isterinya.
4. Sunat
 Apabila seorang suami merasakan yang ia tidak lagi mampu untuk 
menanggung nafkah isterinya dengan sempurna atau lebih baik.
 Isteri tidak lagi menjaga muruah dan dirinya.
 Isteri idak menunaikan hak-hak dan tanggungjawabnya kepada Allah 
dan suami.
 Sering berlaku pergaduhan dan pertengkaran yang berterusan antara 
suami isteri.
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C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan
1. Dalam Hukum Islam
Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum 
Islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu’, zhihar, ila’, li’an dan syiqaq.
a. Khulu’28
Menurut para fuqaha, Khulu’ kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni 
perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan oleh istri 
kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan 
kata khulu’, mubaara’ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, 
yaitu talak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ 
(pelepasan) atau yang semakna seperti mubaar’ah (permbebasan).
b. Zhihar29
Menurut bahasa Arab, kata Zhihar diambil dari kata zhahrun yang bermakna 
punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan 
suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung 
ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti 
punggung ibuku.
                                                          
28 Zakiah Daradjat, op. cit., h. 192
29 Zakiah Daradjat, op. cit., h. 196
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c. Ila’30
Kata Ila’ menurut bahasa merupakan masdar dari kata ala-yuli-laan sewazan 
dengan a’tha-yu’thi-itha’an, yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum 
Islam, Ila’ ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang 
tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun 
dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.
d. Li’an31
Kata Li’an diambil dari kata al-la’nu, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. 
Adapun menurut istilah hukum Islam, li’an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami 
ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia 
termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian 
kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta 
dalam tuduhannya itu.
e. Syiqaq32
Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, 
sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi 
dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat 
mengatasinya.
                                                          
30 Zakiah Daradjat, op. cit., h. 200
31 Zakiah Daradjat, op. cit., h. 203
32 Djaman Nur, Fiqih Munakahat (Cet I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 168.
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2. Dalam Kompilasi Hukum Islam
Tentang putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam33 secara rinci 
menjelaskan sebagai berikut:
Pada Pasal 113 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian
b. Perceraian
c. Putusan Pengadilan,
Kemudian dijelaskan lagi lebih lanjut pada Pasal 116 menenai penyebab 
terjadinya perceraian, yaitu:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
                                                          
33 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: CV. Akademika 
Pressindo, 1995), h. 114
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berate yang 
membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar ta’ik talak
h. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 
dalam rumah tangga.
D. Akibat Putusnya Perkawinan34
1. Akibat Talak
a. Akibat Talak Raj’i
Talak Raj’I tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, 
sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak, serta tidak 
mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).
Diasmping tidak mengakibatkan perpisahan , talak ini juga tidak menimbulkan 
akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala 
akibat hukum talak baruberjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada ruju’.
                                                          
34 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 265.
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b. Akibat Talak Ba’in Sughra
Talak Ba’in Sugrhra ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan 
istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka 
istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh 
bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.  
c. Akibat Talak Ba’in Kubra
Hukum talak Ba’in Kubra sama dengan talak Ba’I Sughra, yaitu memutuskan 
hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak ba’in kubra tidak 
menghalalkan bekas suami untuk rukuk kembali dengan bekas istrinya, kecuali 
sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesuadah dikumpulinya 
(telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil.
2. Akibat Fasakh
Pisahnya suami istri akibat fasakh sama dengan talak ba’in yang mana 
mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Namun ada perbedaan anatra 
pisahnya suami istri akibat fasakh dengan yang diakibatkan oleh talak. Pisahnya 
suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika 
suami menalak istrinya dengan talak raj’i kemudian kembali pada masa iddahnya, 
atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka maka perbuatan 
tersebut terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada  kesempatan dua kali talak 
lagi.
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Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi 
bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiar balig, kemudian kedua suami 
istri tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.
Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan 
ulama. Imam Syafi’i berkata: “harus menunggu selama tiga hari.” Sedang imam 
Maliki mengatakan: “ harus menunggu selama satu bulan.” Dan Imam Hambali 
mengatakan: “harus menunggu selama satu tahun.”
Semua itu maksudnya adalah selama masa waktu tersbut laki-laki boleh 
mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi.
Dalam Kompilasi Hukum Islam35 Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya 
perkawinan, sebagai berikut:
Pasal 149:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau 
benda, kecuali bekas istri tersebut qablaal-dukhul.
b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas 
istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau 
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
                                                          
35 H. Abdurrahman, op. cit., h. 149
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c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla 
al-dukhul.
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun.
Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istrinya yang masih dalam 
iddah.
Pasal 151
Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan 
dan tidak menikah dengan pria lain.
Pasal 152
Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia 
nusyuz.
Mengenai akibat putusnya perkawinan, juga  dijelaskan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974  tentang Parkawinan36:
Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
                                                          
36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, op. cit,.  h. 32
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perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member 
keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak  dalam kenyataan tidak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
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BAB IV
REALISASI PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI KRITERIA 
CACAT BADAN DAN SAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA 
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
A. Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Dengan Alasan Suatu 
Penyakit atau Cacat Badan
Mengenai kasus perceraian dengan alasan sakit atau cacat badan di Pengadilan 
Agama Makassar, berdasarkan data yang penulis ambil dari buku rekapitulasi 
perkara, terhitung sejak Januari 2008 sampai dengan Juni 2010 adalah sebanyak 17 
kasus. Adapun perinciannya yaitu 8 kasus pada tahun 2008, 5 kasus pada tahun 2009 
dan 4 kasus pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juni37. Sebagai dasar adanya kasus 
perceraian dengan alasan suatu penyakit atau cacat badan di Pengadilan Agama 
Makassar, maka penulis mengemukakan sebuah kasus perceraian yang pernah dan 
telah dijatuhkan putusan pada Pengadilan Agama Makassar dengan alasan suatu 
penyakit atau cacat badan.  
Dalam menguraikan Kasus perceraian dengan alasan suatu penyakit di 
Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, penulis mengemukakan sebuah kasus 
                                                          
37 Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 
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perceraian dengan alasan tersebut diatas, sebagai dasar adanya kasus perceraian 
tersebut. Adapun nama-nama yang tercantum dalam kasus tersebut adalah bukan 
nama sebenarnya.
Perkara Nomor : 231/Pdt.G/2010/PA.Mks tanggal 19 Februari 2010, telah 
mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :
1. Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan, sebagaimana yang telah 
dilangsungkan di Makassar pada tanggal 21 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta 
Nikah Nomor 622/70/VII/2009 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Rappocini kota Makassar.
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengenal 
kepribadian dan karakter satu sama lain akan tetapi hanya mengenal muka saja.
4. Bahwa penggugat menerima perjodohan tersebut karena penggugat ingin berbakti 
kepada kedua orang tua penggugat.
5. Bahwa pada saat hari pernikahan pada tanggal 21 Juli 2009 barulah penggugat 
dan tergugat saling berkenalan dan bertegur sapa itupun pada saat duduk 
pengantin.
6. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua 
tergugat, dan pada awal-awal pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai 
saling menyukai satu sama lain.
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7. Bahwa di awal pernikahan penggugat dan tergugat baik-baik saja tidak pernah ada 
percekcokan ataupun perselisihan. Namun itu tak berlangsung lama, hanya sekitar 
satu bulan karena satu bulan setelah pernikahan rumah tangga penggugat dan 
tergugat mulai terjadi kekerasan dan percekcokan, hal ini disebabkan karena saat 
itu penggugat sedang haid/datang bulan namun tergugat tetap memaksa 
penggugat untuk melakukan hubungan suami istri. 
8. Bahwa sebelum kejadian tersebut di atas, dari awal tergugat sudah 
memperlihatkan perilaku kelainan seks atau biasa disebut hyperseks karena 
tergugat selalu ingin melakukan hubungan suami istri yang biasanya dilakukan 
beberapa kali dalam sehari, walaupun sebenarnya penggugat sudah tidak sanggup 
melayani tergugat lagi, akan tetapi penggugat tetap berusaha untuk bersabar 
melayani tergugat dan itu berlanjut secara terus-menerus sampai sekitar bulan 
September 2009 karena penggugat sadar bahwa bagaimanapun tergugat adalah 
suaminya.
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2009 adalah puncak kesabaran dari penggugat, 
tergugat kembali memaksa penggugat untuk melakukan hubungan suami istri 
dengan cara yang tidak patut dan tidak manusiawi. Bahwa pada saat tergugat 
memaksa penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, penggugat 
diperlakukan seperti binatang di mana mertua laki-laki memegang kaki penggugat 
sementara mertua perempuan penggugat memegang kedua tangan penggugat.
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10. Bahwa sebenarnya pada dasarnya penggugat tidak pernah menolak tergugat untuk 
melakukan hubungan suami istri asalkan tergugat harus mengerti kondisi dan 
keadaan penggugat.
11. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat jadi berubah menjadi pendiam dan tidak 
banyak bicara dan yang lebih parah lagi penggugat menjadi minder dan tidak 
banyak bergaul lagi dengan teman-teman sebayanya dan lebih banyak menghayal.
12. Bahwa sejak itu hubungan penggugat dan tergugat terputus dan tidak ada lagi 
komunikasi. Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua penggugat dan 
begitupun sebaliknya.
Setelah penggugat menguaraikan apa-apa yang menjadi alasan-alasannya 
sehingga mengajukan gugatan cerai yang dilanjutkan dengan menguraikan tentang 
posita dan potitumnya melalui kuasanya dan diterima oleh Pengadilan Agama 
Makassar Kelas 1A, maka diadakanlah persidangan.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa penggugat datang 
menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak 
pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah 
dipanggil melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa 
dengan relaas panggilan Nomor : 231/Pdt.G/2010/PA.Mks tanggal 2 Maret 2010 
untuk sidang tanggal 25 Maret 2010 dan tanggal 6 April 2010 untuk sidang tanggal 
22 April 2010.
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Setelah tahap pembuktian dianggap selesai dengan tidak pernah hadirnya pihak 
tergugat di muka persidangan  yang membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
tergugat menyetujui segala apa yang terjadi dalam persidangan,  maka tibalah kepada 
tahap putusan.
Akhirnya perkara tersebut berdasarkan rapat Majelis Hakim pada tanggal 22 
April 2010 M, bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1431 H, diputuskan :
- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra tergugat, Randi Dg. Pasewa bin Sambala 
Dg. Ngoro, terhadap penggugat, Ningrum binti Rusbianto.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 
341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Sumber data : Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tanggal 16 Juli 
2010.
B. Pandangan  Hakim pada Pengadilan Agama Makassar dalam menyikapi kasus 
perceraian dengan alasan sakit atau cacat
Untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis telah 
melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 
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mengenai cacat badan atau sakit yang dijadikan sebagai alasan perceraian, dengan 
melakukan wawancara  bersama  beberapa hakim pada Pengadilan Agama Makassar 
Kelas 1A, yang antara lain yaitu  Drs. Khaeril R, M.H. selaku Ketua Pengadilan 
Agama Makassar Kelas 1A, dan Dra. Hj. Marwadiah Haking, S.H., MH., Drs. 
Syahidal, serta Drs. H. Yahya Amin yang ketiganya adalah Hakim pada Pengadilan 
Agama Makassar Kelas 1A, semuanya mengatakan bahwa mengenai kriteria cacat 
badan dan sakit yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah kasuistik. Kemudian 
mereka menjelaskan yang dimaksud dengan kasuistik disini adalah melihat kepada 
kondisinya. Apabila tergugat menderita suatu penyakit, separah apa penyakitnya 
tersebut, dan apabila tergugat adalah cacat, bagaimana cacatnya, apakah cacatnya 
tersebut menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya.
Dalam hal gugatan cerai yang didasari oleh karena salah satu pihak baik itu 
suami ataupun istri (dalam hal ini selaku tergugat) menderita suatu penyakit atau 
cacat, maka yang harus diperhatikan oleh pihak penggugat adalah surat keterangan 
dari Dokter, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan putusan.
Hal seperti tersebut diatas dijadikan pertimbangan para Hakim dalam 
menentukan putusan. Kemudian disamping itu, para Hakim juga memperhatikan 
aspek-aspek pendukung lainnya yang dapat memperkuat alasan gugatan. Misalnya, 
suami atau istri yang sedang sakit tersebut (tergugat) selalu marah-marah yang tidak 
jelas apa sebabnya, tidak  mampu lagi menjalankan kewajibannya atau mungkin 
alasan anak yang membutuhkan kasih saying dan perhatian, yang karena sakitnya 
tersebut membuat ia tidak mampu melakukan itu.
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C. Pandangan Imam Mazhab Mengenai Penyebab Putusnya Perkawinan
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Mengenai penyebab-
penyebab perceraian, para ulama Mazhab yang empat yaitu Hanafi, Hambali, Syafi’i
dan Maliki menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan yang mengatur perceraian 
(talak) dan fasakh38, yaitu sebagai berikut:
1. Menurut mazhab Hanafi, kasus-kasus di bawah ini adalah talak:
a. Ucapan cerai oleh suami
b. Ila’
c. Khulu’
d. Li’an
e. Pisah karena cacat kelamin di pihak suami
f. Perceraian karena suami murtad
2. Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali adalah:
a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri
b. Perceraian karena berbagai kesulitan (i’sar) suami
c. Pisah karena li’an
d. Salah seorang suami istri itu murtad
e. Perkawinan itu rusak (fasad)
                                                          
38 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Cet. I; Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), h. 224-225
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f. Tidak ada kesamaan status (kufu)
3. Adapun talak berdasarkan Mazhab Maliki adalah dalam kasus-kasus di bawah ini:
a. Talak diucapkan oleh suami
b. Khulu’
c. Cacat salah seorang suami istri
d. Berbagai kesulitan suami untuk member nafkah istri
e. Adanya hal yang membahayakan (dzihar)
f.   Karena ila’
g. Tidak sekufu
Dari pendangan (persyaratan) yang dikemukakan oleh keempat Imam Mazhab 
diatas, dimulai dari Hanafi, Syafi’i, Hambali sampai Maliki, semuanya berpendapat 
bahwa cacat badan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal ini mempertegas 
bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa  
pasangannya (suami atau istri) menderita suatu penyakit atau cacat. Namun yang 
perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa jenis penyakit atau cacat yang diderita oleh 
suami atau istri tersebut menghalanginya untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
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BAB V
PENUTUP
Bertitik tolak dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapatlah penulis 
mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
Dalam pandangan hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang 
halal (boleh). Namun yang perlu diingat adalah meskipun perceraian itu 
diperbolelehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi Allah SWT. tidak menghendaki 
hamba-Nya  melakukan perceraian, bahkan Allah SWT. membenci perceraian. 
Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW. 
ا ﺾَﻐْﺑَأﻞﻶﺤﻠ ّﻂﻟا ﱠﻞَﺟَو ﱠﺰَﻋ ﮫﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإًقﻼ
Artinya: “Diantara perbuatan-perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah 
adalah talak”. 
Perceraian dalam keadaan tertentu dapat menjadi alternatif  apabila tujuan 
perkawian yaitu membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak 
tercapai. Misalnya salah satu pihak baik itu suami atau istri menderita suatu penyakit 
atau cacat yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Mengenai 
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sakit atau cacat yang dijadikan sebagai alasan perceraian, para ulama Mazhab yang 
empat, yaitu Hanafi, Syafi’i, Hambali dan Maliki membolehkan hal itu.
Mengenai kasus perceraian dengan alasan sakit atau cacat pada pada Pengadilan 
Agama Makassar, dapat diterima dengan catatan bahwa sakit atau cacat yang diderita 
(tergugat) membuat ia tidak mampu menjalankan kewajibannya, baik lahir maupun 
batin. Kemudian disamping itu, juga harus ada surat keterangan dari Dokter mengenai 
sakit atau cacat yang di derita. 
B. Saran-Saran
1. Pengadilan Agama adalah temapat dimana orang yang beragama Islam 
berperkara untuk mencari keadilan sesuai dengan Syari’at Islam, oleh karena 
itu penulis berharap para Hakim di Pengadian Agama betul-betul proporsional 
dalam menjalankan kewajibannya.
2. Di dalam menyelesaikan kasus perceraian, hendaknya para Hakim hendaknya 
lebih berusaha keras lagi untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.
3. Untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh suatu penyakit 
atau cacat, kepada para pihak baik itu suami atau istri untuk bisa lebih 
bersabar dalam menghadapinya dan terus berusaha melakukan upaya 
penyembuhan.  
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